' A |
S WY

V »

fBArHRUDDlN. S.Ag, M Ag S0 v

+ZAKAT PROFESI KABUPATEN MAJENE

DAN TATA CARA PENGELUARANNYA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM




CARA PENGELUARANNYA
~ DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

Oleh : Bahruddin, S.Ag, M.Ag
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan Il : April 2007

Diterbitkan oleh : YAPMA
Disain Sampul : Shaleh Abdurrazzaq

Dipindai dengan CamScanner



HION
:__:_.7_

Canalip VAR

"y =

VARTLA LA P IUASRUHRHY

HEPONNE L Ise Y
SRR R e AL A R T T T N T R T (TN TR TR TITINTY

PRESTIRISOR A PTG DU I RANGQEY 2 V] OIS N TP ueiopa)
YOG UL CZ V) 1Y P TP THESRLIONOY Y TGOS
U] PRSI e ooy e yoduiogay epedoy pepoi uenoguioad
MIA TIOUOND ey uidinin aeippuad ey uep deduon pang
PHSEIE TN UG ORI AN YEPRGE TR NI e ey e
PRARPAGUENC IR et RGN LI YRS 01 A R

T2V ey 2 ey uepey)
O O TSR TUS A B0 VO PR RIS BIES0G
e gERATE e p Ry Qe 2V e o neop i
U LISQUUIDTE TR RPN IS RIEOON BN B jedep yiun
CII QURAND TPMZ0EN 1N oangons epradoy ueydeieg@uome uep josod
INGUIATAHE NP UGN 2\ 1) 102 DIV VPR ] T R

L THIRN LE
BIEIDE e Aoy _:._:_, Y _,..,;._:‘:_ AL ALY b :.ﬁ:zﬂz.,_.,.:. :..,:: PN
AE LR ALY I R U LUL L LR (L B I LTI O A TY LN LA L AT LU A (R TR AT S TR N TR N
::._:__:r.,_:_.:__ TE1LL ”_*._-,m.".._._._ Al .;.,zh ::::.:.:.J- ::::,.} JUR AN id
LR T TR Iy ._:__:_..._..: :_..:. N ::.,,::._:::_____7 .....::: LRI JURILIR R TR
AR KR LR R TN AL I O N AL L AALLA SR ALL AU Y USRI WP Ry
SARALA LA R BN EYRTEN IRLLALYLEN B TR SR R TS AR AL LAY AT :.:__.:; :.;:_:,:;,. VN LY

,-
PEEENEY TN
LTI T T T LAY

v VR WA
\ \ | ’ /

!I"l ——————
B e i e —————— S ——

NN Y NN B
ANCEENV IV NS vy s 020 ) 0y Sy 2 vy NV e

Dipindai dengan CamScanner



KATA SAMBUTAN BUPATI MAJENE

Assalamu Alatkum Wr. Wb,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat
dan Karunia-Nya, berupa ketakwaan, keimanan dan hidayah

Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua,
schingga dengan iman dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan

aktivitas dan amaliah atas dorongan iman dan hidayah-Nya
tersebut.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Majene, berusaha mendorong kepada seluruh

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa,
khususnya pembangunan Kabupaten Majene. Dan khususnya
dalam hal pembangunan kesadaran agama di tengah-tengah
masyarakat agar tercipta masyarakat yang beriman dan

bertakwa.

Karena itu, dengan terbitnya buku “Zakat Profesi
Kabupaten Majene dan Tata Cara Pengeluarannya ditinjau dari
Segi Hukum Islam”, Pemerintah Daerah sangat menaruh
harapan yang besar agar dapat terbangun kesadaran di
masyarakat untuk memahami zakat secara keseluruhan dan
zakat profesi secara khusus: Demikian pula dengan upaya
sosialisasi yang optimal bagi seluruh masyarakat Majene tentang
aturan-aturan hukum [slam dalam hal tata cara pengeluaran

zakat profesi dan zakat harta.

Selain itu, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera
dan berkeadilan pemerintah mendorong masyarakat agar dapat
bersama-sama membantu pemerintah dalam mewujudkan
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WATA HANIILTEAN
WKETUA MU KANUPATEN MAJEHNY,

Asealamu Alotkom Wi, Wh

gt syubkour kehadivat Allah St atas sepala ahimat dan

Karuniah-Nya, berupa ketabownnn, ke, dan hidayal Allak
SWL, yang senanlinsn dilinmpahiboan Lol kit semua, sehingga

dengan iman dan hidnyah-Ny#a kitq dapat menjalankan aktivitas
1 - : | I SR 'l BT o
dan amaliah atas dorongan iman dan hidayah-Hya tersebut,

Selanjutnya disampaikan bahwa nebagal lembagn yang
dibentuk pemerintal (MUL) majelin ulnma Indonesia, memiliki
peran penting dalam kehidupan bermusyarakat dan bernegara,
vaitu melakukan bimbingan kepada selurnh masyarakat dalam

rangka upaya meningkatkan kualites berapama hagl 'i('!i;tp
masvarakat, baik dalam hal ibadah mahdalr yaitu berkaitan
hub{mg:m langsung, dengan Allah Swi, maupun dalam 1badah
chairu mahdah yaitu yang berkaitan dengan muamalah antara

manusia dengan manusia yang lainnya,

Peningkatan  kualitas beragama i sy arakal Hmluk
dapat menjadi Islam yang kaffah (menyelurul disenu lml;ujng
agama) merupakan harapan majelis 'nlmnu Indonest (‘h.:‘.l. l)
sebagai salah satu program  yang dwum!nglx:m M1 ”'. .?u.tl A
umum di Indonesia dan s¢carn klm.-;nﬂnyn i kulmpnlt'n l\'lnj(‘l\(.
nZakat  Profesi

m itu, dengan  terbitnya huku - ‘
ok ; Ditinjau dar

Kabupaten Majene dan Tata Cara Penpeluarannyd njas car
Segi Hukum Islam" MUI (majelis ulama lll(|nll(?h|f:)"5:\“&:‘
menaruh harapan yang besar agar dapal lerbangun I\c?a‘( '.u.m‘; ‘I\
masyarakat untuk memahami - zakat  secari keseluruhan &
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zakat profesi dan zakat pengusaha.

‘ Demikian kata pengantar ini, atas segala upaya yang
dilakukan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Swt. Dan
sepalanya dikembalikan kepada Allah Swt. Wassalam.

Majene, 22 Juni 2006

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Majene.

K H. Nurhusain, BA
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I KONSEP ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Zakat dan Problematikanya

1. Zakat | | |
Zakat menurut  etimologi adalah suci, tumbuh

berkembang dan berkah.! Sedangkan menurut termi'rw]ogi
meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang

apak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapl pada
prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari hariz

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan
kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepatzia yang berhak
menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Bila dilihat dari satu segi, bahwa zakat yang dikeluarkan
oleh seorang muzakki menyebabkan hartanya menjadi
berkurang. Namun bila dilihat dari sudut pandang Islam, bahwa
harta yang dizakati tersebut akan bertambah dan tumbuh
berkembang karena mendapat ridha Allah SWT dan akan
membawa berkah berkat panjatan doa dar fakir miskin dan para
mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.

Sehingga selain mendapat pahala, seorang muzakxi yang
mengeluarkan zakat juga telah membersihkan dan mensucikan
diri dan harta mereka. Sebagaimana yang dikemukakan Allah
SWT dalam QS. At-Taubah (9) : 103 dan QS. Ar-Rum (30) : 39
sebagai berikut :

' M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan
(Masail Fighiyah I1) (Ed.] Cet.111; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000),
h.1.

* Dr KH Didin Hafiduddin, MSc, Zakat dalam Perekonomian
Modern (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.7
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Kerja pendayagunaan dan pemanfaatan  dana 7akat
tentunya hal in1 sangat dipengaruhi oleh beberapa fapy,,,
Karenanya, adanya lembaga zakat yang dikelols o 472
protesional serta didukung olch aparat yang bersit dan amarst
adalah suatu langkah penting yang harus ditermpuh dalarn ranes
pemberdayaan pengelolaan zakat. '

Jany

’ #
rlerran

Disamping itu, problematika zakat yang juga perls
mendapat respon adalah peran aktif dari semua pihak, terutarma
pemerintah dalam usaha menjaga dan memainkan peran penting
dalam membersihkan kepastian dijalankannya nilai-nilai [5/
dan dalam menstrukturisasi lingkungan sosial ekonom: Agar
dapat terjadi pendukung zakat yang efektif untuk mewnsucear

magasid. 10

s
al’’

|
-

Menurut M.A. Mannan, zakat mempunyal enam priasip

yaitu : (1) Prinsip Keyakinan, (2) Prinsip Keadilan. (3) Prins:
Produktivitas atau sampal

4) Prinsip Nalar, (3) Prinsi;
I

-




umat dapat Iu‘{ljillga denpan baik. Dan diharapkan jupa baliwa

dalam mckanisme pcnpclnlnnnl Zakat semun Komponen vang

terkait di dalamnya dapat bekerja sama menyamalan V14| .':l-‘,‘:llni

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sccara profesionnl

sehingga dihindari timbulnya benturan berbapai pendapat dan
kepentingan di Kalangan tertentu. Sclanjutnya, pada prinsiy
terakhir, data pengelolaan zakat ini adalah prinsip kemandiran
yang menitikberatkan pada pelaksanaan tupas dan fungsinya
sendiri-sendirt tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar,

2. Pengembangan Zakat Sebagai Institusi Ekonomi Islam

Dewasa ini, pengembangan zakat telah mencapai prestasi
yang dapat dibanggakan, meskipun zakat belum  secara
sempurna menduduki posisinya sebagai institust ckonomi dalam
rangka pemberdayaan ckonomi umat. Namun langkah ke arah
itu semakin nyata pada saat sekarang ini terlihat jelas ketika
zakat sudah mengintegrasikan diri dalam sistem  hukum

nasional, saat itu juga menjadi realitas kehidupan hukum yang
tidak bisa dihindari. Sehingga, pemahaman masyarakat muslim
tentang zakat, yang tadinya berada dalam jalur tradisionalisme,
perlahan tapi pasti mewujudkan diri menjadi unit dari sistem tata

negara yang sudah terbangun.

Imlah yang kemudian memicu kelahiran Lembapa

Pengelola Zakat (LPZ) di negara kita yang scngaja diarahkan
untuk menopang pergeseran paradigma zakat berkaitan dengan
kemunculan Undang-undang No. 38 tahun 1999 (entang
Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pemerintah scbagal
wujud dari kinerja Pemerintah bersama lembaga legislatif dalam
mengatur dan menertibkan secara legal formal tentang
pengefektifan  pengelolaan  zakat  dem terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu tahap pcnting clnlum-
pengembangan zakat setelah proses-proses lcgislasi  sclesa
dilakukan adalah tahap implementasi, termasuk di dalun}n)’"
adalah proses institusionalisasi, yang tentunya memberikan
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kontrol dart  masyaraven

diwujudkan.

Hal lain yang didapatkan  dari pengembangsn ek
hahwa dari sepi teknis administratif LPZ (elah sesual dengan
k:.lidnh-kni(lnh manajemen  yang, henar  dan :Ic::;g:::l upays
pengembangarn jaringan antuk membanti mengatash ketiadaan

koordinasi, komunikast dan

lembaga pengelola zakal demi optimalisasi pengelolaan dana
R

zakat.

Sehingga secara nyata bahwa denpan diberlakukannya
Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
ini maka sejumlah peluang bagi pengembangan institusi zakat
sebagai institusl ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonoms

umat terbuka lebar. Ruang partisipasi masyarakat pun menjadi
luas, potensi dana yang mungkin bisa dihimpun juga akan

nformast  diantara  lembaga-

C. Efektivitas Pemberdayaan Zakat dalam Mengangkat
Ekonomi Umat

Indonesia dengan 180 juta penduduk yang mayorntas
muslim, tentunya mempunyai potensi zakat yang luar biasa yang
bisa mengangkat perekonomian rakyat. Sebagal perbandingan,
Malaysia melalaui Pusat Pemungutan Zakat, dari 3 juta jiwa
penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp. 150 milyar,
kemudian Singapura melalui Majelis Ulama Singapura, dan 450
ribu penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp. 55 milyar
Sementara Indonesia melalui Badan Amil Zakat Infag dan
Shadaqah, dari 180 juta penduduknya hanya mengumpulkan
sekitar Rp. 217 milyar.'

8 1bid., h. 4-8.
'» Fatahillah As, Jot cit.
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dapat mengatasi masalah Kemiskinannya dan bahkan
diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki *°

Dengan pendekatan zakal  seperti tersebut  di atas,
khususnya pada pendekatan struktural diharapkan optimalisasi
zakat dapat berhasil guna dalam mengangkat ckonomi umat
setidaknya bagi masyarakat yang berekonomi lemah diharapkan
dengan bantuan dana zakat tersebut dapat memperbaiki status
ekonominya menjadi muzakki di kemudian hari, yang ternyata
hal ini akan memberi dampak positif bagi laju pertumbuhan
ckonomi nasional guna mewujudkan kescjahteraan  sosial
melalui pemerataan pendapatan, keadilan dan kemakmuran

secara menyeluruh. |
Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan zakat mula

dari perencanaan, pengorganisasian, peclaksanaan (baik
penerimaan maupun pembayaran zakat)/ pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
dioptimalkan secara intensif terorganisir, sistematis dengan
administrasi serta manejemen sistem yang akuntabilitas dan
transparan dengan teknologi modern dilaksanakan secara
terpadu sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 38
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga pemberdayaan
potensi zakat benar-benar dapat digali semaksimal mungkin

guna mengangkat ekonomi umat sering dengan meningkatnya

laju pertumbuhan ekonomi nasional.
1. Pemberdayaan zakat melalui Undang-undang No. 38

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Untuk mengefektifkan pengelolaan zakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum maka melalui perjalanan

panjang dan melelahkan, akhirnya pada tanggal 23 September

Kewarisan,

* 1dris Ramulya, SH. MH. Hukum Perkawinan, Hukur (Get. 1 :

Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,

Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h, 133 3
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aronal dan membangpakan,
Huhan hanya ilu. il Umlnnu unchang Pl
1000 tentang Pengelolann Znka ik ternyatin selain mengatui
cahupan tentang pengelolinan zikat, undang-undang 1 jugpa
mencakup pengelolann infuk shadagah, hibah, wasiat warns, dan
hatarat  dengan  perencanaii, |!(‘*Il},5(tl'gnlli.'mﬂmn, ]u'flnk'mnmm
maupun badan hukum dalam mensosialigasikan hartanya dyalan
Allah SWT.
2. Strategi Pengelolnan dan Pengembangan Zakat

Zakat sebapgai ibadah Maaliyah Istima'iyyah yany: ,nvmiluki
posisi sangat penting, strategis dan menentukan kcs:c_un!n}vn.n.nx
amat.,  haruslah  memainkan  perannya  secara efekul dan
nrofesional.

Mo talnin

Apar zakat dapat memainkan perannya secari berarts
sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini scharusnya
menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagt orang:
orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup
melalui usaha-usahanya sendiri untuk kepentingan lamnnyd zakal

dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatthan dan modal

M. Amin Suma, MA, SH. Pengelolaan Zakat Dalam Perspekof

Sejarah Dalam KH. All Yafie, Problematika Zakat Kontemporet Artikolase

Proses Sosial Politik Bangsa, (Cet. I; Jakrta: Forum Zakat 2003). h. 10 15

L&
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meningkathan  pengembingin skl ‘.""l"”“l:| ”'“"U{V*:f‘l” :’,:;'
membert dampak positi! g b guni Ckonom ‘. L ',, ’_,
entunya semun o berputie psdi kesung pihian pemerintian
‘ ( dalamnya termasik

':':h::;{m

Ol anie

\ALAYS
dan seluruh komponen  ying fer bt o

celuruh Tapisan masyarakat dialam pemberdiyian /ak al
mstiist chonomit secarn efek bl dan profesional

3, Prospek Zakat dalam Pengembungan Blonoms

Sebagaimann  yang, teluh  disebutkan pnfln lopik-topiy
sebelumnya,  zakat  seboga institust - ckonomi  Islam  yang
mempunyai peluang yang amat luar biasa yany, bisa mengangkat
perekonomian umat, dengan Kata lain zakat dapat merupakan
salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonoms
nasional, pemerataan pendapatan, pemerataan keadilan dalam
kemakmuran serta kemakmuran dalam keadilan,”’

Maka, untuk dapat benar-benar memberdayakan zakat
untuk pengembangan  ckonomi  umat  sangat  perlu  untuk
dicermati kembali hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya,
sclain 1tu sebagar salah satu sumber dana bagi pembangunan
sarana  maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam,
sepertt sarana pendidikan, keschatan, sosial maupun ekonomi,
zakat juga dapat berpeluang untuk memasyarakatkan etika bisnis
yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang
didapat dengan cara yang batil,

Schingga apabila pelaksanaan zakat dapat diintensifkan
melalui organisasi BAZ dan atau LAZ yang professional,
amanah dengan didukung oleh sistem manajemen administras
sertamempergunakan pula komputerisasi teknologi canggih di
e et e s ————e s

“ Moh. Idris Ramulyo, SH,. HM. op.rir, h. 159
- |7
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L ZAKAT FROVESI DAN PERHITUNGANNY A
NEMDARARKAN HUKUM ISILAM

O Tuhat Berdungon, Profesi dan PNS

mamt plan:‘ SLEETT ll'-(”V“llF: ”I”lﬂllh Flf,H'Flh pcl

AYAn;
-:MM*HHlH” / al)

ethadap ong/pihak lain dengan suaty Imbalay
betdasarkan kunlifikasi i, keterampilan dan scrtifikal/ijay;,};
vang dipetolehnys khueus  untuk tujuan  dalam  aktivitys
dimakend. Dinntara contoh pekerja profesi antara lain: akuntan
aditor,  pengacarn,  dokter,  konsultan,  dan apotckcr.ﬁ
Sedanghan 'NS (Pegawni Negeri Sipil) tidak disebutkan secara
hhusus masuk kategori sebagai profesi

Namun demikian persoalan yang muncul yaitu adanya dua
tilah Bikih yang membicarakan tentang zakat mal yaitu zakat
penghasilan atoupun istilah zakat profesi, zakat penghasilan
diperuntukkan - pada  peternak, petani, maupun pedagang,
schingga  mengasumsikan bahwa PNS  adalah bagian dan
kelompok  masyarakat  yang  berpenghasilan. Kedua istilah
dimaksud yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi oleh jumhur

ulama (ahli fikih) kontemporer dinyatakan sebagai obyek zakat
kontemporer,””

Karena itu, kedun istilah dimaksud tetap dalam koridor
hukum untuk senantinsa dikaji sejauhmana analogi hukum yang

ditetapkan  bagt  PNS  maupun  profesi  dimaksud untuk
mengeluarkan zokat mal

S . »

L = = e -,_.- ;1. ;‘T‘Lt',‘- "ﬁ H-;—ﬁﬁuﬂﬂm‘“h'"‘ W-,“

" Husain  Synhatah, al-Tathbiq  al-Mu'ashir 1i  al-Zakat,

diterjomahkan oleh A, Syakur, Le dengan judul : Akuntasi Zakat Panduan

Prakeis Perhitungan Zakat Kontemporer, (Cet. 1; Pustaka Proerecif
:ju“,‘“‘t.“" ’ | ' ( « 1y Sllll\d PlUbl\,s": Jakana,

" Ihid

)
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; :
- ‘rw ’ o w S P po»
CrOapal prtorsiane

Dalam pandangan Husayn Syahatah, j
pendapat tentang giyas (analog) sakat profesy, setayian ularn
menganalogikan pada zakat pentanian, denyan yadar zaca 5
pada waktu memperolehnya dan tidak disyaratian haul, werz
nisabnya adalah 625 Kg atau setara dengan 5 wasay yary
disebutkan dalam hadis Nabi.”’

Dan sebagian lagi menganalogikan pada logam muz

4 .
PSSPy

(cmas dan perak) dengan kadarnya 2,5 % dur pendapatan berat,
harta penghasilan profesi bernisab 85 gram emas atau etars
dengan Rp. 7.650.000,- dengan haul menpendap sclama sa

:

“

tahun.”” Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan dengan du
cara antara lain; (1), membayarkan sckaligus setelah cuxup mas
satu tahun vyaitu Rp. 7.650.000, dikurangi 2,5 %, (2)
membayarkan dengan tidak sckaligus setelah  diperkirakan
mencukupi nisabnya yaitu Rp. 7.650.000, maka pembayarannya

.I. |
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-
.
e
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—
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 Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakal ‘lslamF d'd'n
Penyclenggaraan Haji Departemen Agama RI, Himpunan {'aﬁ;“' h “r’a*:“:
Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta; Bagian Proyck Sarand dan Frasa
Produk Halal, 2003) h. 90

31 gp;
Ibid, h. 91 _'
2 Lihat Departemen Agama Rl Pedoman Pengelolaan Zakat,

(Jakarta :Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003) h. 85
” DR. Husayn Syahatah, QOp.cit,. h. 189 N
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C. Akuntansi zakat perdagangan
Yaitu apabila seorang muzakki hanya mempuriyai usaha

dalam bidang perdagangan sebagal usaha pokoknya, vaitu
mcnjua] dan membeli barang dag,dnganya Untuk msmrf"'tf;m
Proses perhltungan dasar pengenaan zakat berbasis akuntans
berikut ini - diberikan contoh secara sederhana namun tetzp
mewakili:

Pada tahun 2004 pak Bisri memberikan penjelasan
tentang sebagian pos neraca sebagai berikut :

. semua persediaan barang dagang dianggap telah
memenuhi haul, dalam pos persediaan terdapat
konsinyasi (titipan) senilai Rp.3.500.000,-.

2. Piutang tak tertagih dikumpulkan dalam cadangan
piutang tak tertagih melebihi satu kali haul.

3. Utang usaha yang tercantum dalam neraca adalzh
termasuk utang pembelian perlengkapan toko senilai
Rp.2.500.000,-

4. Utang Bank sebesar 20 % (Rp.12.000.000) untuk
menambah pembelian barang dagang dan telah
dipergunakan selama satu tahun, utang Bank yang jatuh
tempo sebesar Rp.12.000.000,-. Berikut ini tabel

perhitungannya:
Saldo Saldo
Pos N |
- Kas _ | — .
- Piutang Usaha

- Cad. Penagihan Piutang
- Persediaan Barang
- Perlengkapan

- Peralatan Toko
- Ak. Penyusutan

- Tanah dan Gedung
- AK. Penyusutan

TOTAL HARTA
- Utang Usaha
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setiap tahunnya, maka zakat yang ada padanya berjumlah

Rp. 300.000, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat
mengeluarkan zakat perbulan sekitar Rp. 25.000,. Jumlah

zakat tersebut dikalikan jumlah pegawai yang memiliki
golongan yang sama berkisar 350 pegawai, maka BAZ dapat
memperoleh pendapatan sekitar Rp. 8.750.000 perbulan, dan
memperoleh setiap tahunnya Rp. 105.000,000,

b. Pegawai golongan III dengan perhitungan gaji perbulan Rp,
1,300 000 setiap bulannya, maka hasil yang diperoleh
setelah digunakan kebutuhan pokok dan pembayaran utang
dengan rata-rata jumlah gaji bersih berkisar Rp. 6.000.000
setiap tahunnya, maka zakat yang ada padanya berjumlah
Rp, 150.000, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat

24 - | -
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Seh st Pengembangan

L, Maafar Ahmad, BA
I, V] llnlumtltlini Latif

Dva, Sufyan Mubarak, 5H
1 Sakkal, 1}

L Dira. A, Taswin Burhanuddin

). Akmal Katta, BE
1, Kaimuddin
4. Thalha, S.Ap.

1. Drs. Hasri Hanafi

2. Drs. Mansyur S.
3. H. Abu Khair, S.Ag

. H. Abd. Rahim, SH
2. H. Syamsul Ryal S.
3. Drs. Juhardi

1. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag
2. H. M. Ruslan Halim, S.Sos
3. Drs. M. Jufnn Marzuki, M.Pd

BUPATI MAJENE

Drs. H. MUHAMMAD
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